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PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 2% TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGGANGARAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Kkete
Bab II Ruang ngkup Pasal 1 huruf b Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 12016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1ya1tu
Ruang Lingkup Peraturan Menteri Dalam negen
adalah (b) Perencanaan kebutuhan dan Pengangaran;
bahwa dalam rangka rangka meningkatkan
keterpaduan sistem pérencanaan dan penganggaran
kebutuhan barang m111k daerah perlu men'gatur
tata  cara perencanaan dan penganggaran
kebutuhan Barang Milik Daerah di 11ngkungan
Pemerintah Kabupaten: Minahasa Tenggara;

bahwa berdasarkan 5 pertimbangan sebagalmana
dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di
Provinsi Sulawesi Utata (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tamb|ahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 468 5)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun EL1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusn[ dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia
Nomor 3815); !
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undzllgan
(Lembaran Negara Reﬁ)ublik Indonesia Tahun {2011
Nomor 82, Tambahar"; Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5234){;




)

10.

11.

12.

I
!

!
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reﬂublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun [2015
tentang Perubahan fKedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun {2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor| 137,
Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); | i
Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintahl Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasallrana
Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana |telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan |Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah i
Peraturan Menteri Dallam Negeri Nomor 80 T|ahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 N"omor
2036); | |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547); |
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bérang
milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten M]Ichh asa
Tenggara Tahun 2015 Nomor 86);
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan |atas
peraturan Daerah kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
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Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini, yang%dimaksud dengan: |

1.
2.

3.
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t
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|
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Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor
95);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 6 Tahun 201]6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Min ahasa
Tenggara (Lembaran oDaerah Kabupaten Mmahasa
Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

1
I

PERATURAN BUPATI 'TENTANG TATA 'CARA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK

DAERAH PEMERINTAH | - KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA. :

|
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Daerah adalah Kabupaten Mlnahasa Tenggara.
Pemerintah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara. | \
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanj'l!ltnya
disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Perangkat
Daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah [pada
Kabupaten Minahasa Tenggara selaku pengguna Barang
Milik Daerah.

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa
Pengguna Barang.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas b\eban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pero)wfehan
lainnyayangsah. !
Pengelolaan Barang Milik, Daerah adalah ran taian
kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah lyang
meliputi perencanaan, ; penentuan kebutuhan,
penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan,
penyimpanan, penyaluran, | inventarisasi, pengendéitlian,
pemeliharaan, pengamanan:, pemanfaatan, perubahan
status hukum serta penatausahaannya. :
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Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.

Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Aparatuy Sipil
Negara yang diserahi tugas untuk menerima, menyim pan
dan mengeluarkan barang.

Pengurus Barang adalah Aparatur Sipil Negara yang
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah cl_ialam
proses pemakaian yang ada di setiap perangkat
daerah/unit kerja. !
Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki | oleh
Pemerintah Daerah yang d1tempat1 oleh Pejabat tertentu
atau Aparatur Sipil Negara. ,
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian Kebutuhan Barang Milik Daerah llmtuk
menghubungkan pengadaanI barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang beUalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang |akan
datang. l
Pengadaan adalah keglatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
Penyaluran adalah keg1atan untuk  menyalurkan /
pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kelja
pemakai.
Pemeliharaan adalah keglatan atau tindakan |yang
dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya
guna dan berhasil guna. 3
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk (fisik,
administratif dan tindakan upaya hukum.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan |oleh
pengguna/kuasa  penggu né dalam mengelola | dan
menatausahakan Barang M1hk Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan
Daerah adalah pembakuanf ruang kantor, perlengkapan
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang
yang memerlukan standansaSL
Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga
barang sesuai jenis, spesﬂikas1 dan kualitas dalam 1 (satu)
periode tertentu.

Anggaran pendapatan dan belanJa daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA - Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program |dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
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(1)

(2)

(3)

sebagai dasar penyusunan APBD. |
Rencana Kebutuhan Bara{ng Unit yang selanJutnya

~ disingkat RKBU adalah daftar yang memuat perencanaan

kebutuhan barang pada Perangkat Daerah yang d1shsun
oleh pengguna barang / kuasa pengguna barang sebagal
bahan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah untuk 1
(satu) tahun anggaran. !

RKBMD Pemeliharaan Barang Unit adalah daftar yang
memuat perencanaan kebufcuhan pemeliharaan ba'rang
pada Perangkat Daerah yang disusun oleh Pengguna
Barang / Kuasa Pengguna Barang sebagai bahan dalam
penyusunan RKA - Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun
anggaran.

RKBMD Pengadaan adalah daftar yang memuat
perencanaan kebutuhan Peﬁgadaan barang milik daerah
yang disusun oleh pengelola sebagai bahan dalam
penyusunan rancangan APBD (RAPBD) untuk 1 (satu)
tahun anggaran. [
Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat
dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang
dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. -

BABII
PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasalf 2

Perencanaan kebutuhan bérang milik daerah disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik
daerah yang ada.
Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bgrang milik daerah yang ada
pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
Perencanaan barang milik déerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2)2 harus dapat mencerminkan
kebutuhan riil barang milik 4aerah pada Perangkat Dalerah
sehingga dapat dijadikan | dasar dalam penyusinan
RKBMD. |
|

Pasal' 3
Perencanaan kebutuhan baralng milik daerah dﬂaksangkan
setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) Perangkat
Daerah ditetapkan. | |

| |
i
| |
!
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(2)

(1)

(3)

(4

(6)

(1)

(2)

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1)

~merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan rencana kerja dan anggaran. '

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah- mengacu
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali untuk
penghapusan, berpedoman pada: |

a. Standar barang;

b. Standar kebutuhan; dan/atau

c. Standar harga. 4
Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan -

' Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang

- dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan
penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan
kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah,

Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan

'pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan

kebutuhan.

Standar barang, standar kebutuhan dan standarl harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempedomam peraturan
perundang-undangan.

Penetapan standar barang dan standar kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan
huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas

' tekms terkait.

Pasal 6

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pehgguna Barang
mengusulkan RKBMD pengadaan mempedomam standar barang
dan standar kebutuhan.
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(6)

(7)

Pasél 7

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD' yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di

" lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Barang. : : _

Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. |
Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; '
laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;

laporan Daftar Barang Pengguna tahuhan;

laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;

laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
Pengelola  Barang dalam  melakukan  penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola
Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud

PR o o o

- pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran

Pemerintah Daerah.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Pasal 8

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan
oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah.

(1)

Pasal 9

RKBMD pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

terhadap: '

a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak
berat; L

b. barang milik daerah yang sedang dalam status
penggunaan sementara; _

c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk
dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau

d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek
pemanfaatan. ' 4
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(2)

@

(4)
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RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diusulkan oleh Pengguna . Barang yang
menggunakan sementara barang milik daerah.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka
waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Pasal 10

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
perencanaan pengadaan barang milik daerah;
perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
perencanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;

e. Perencanaan penghapusan barang milik daerah.
Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam
dokumen RKBMD Pengadaan. _

Perencanaan  pemeliharaan  barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

Perencanaan  pemanfaatan  barang milik  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c d1tuangkan
dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. .

Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.

Perencanaan  penghapusan  barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e d1tuangkan
dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

oo op

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan
Pada Pengguna Barang

Pasal 11

- Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

Pengadaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Mei.
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(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 12

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang

disampaikan. oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengguna  Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan

review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan

RKBMD Pengadaan. ‘ |

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan
kebenaran data masukan (inpuf) penyusunan usulan

RKBMD Pengadaan  yang sekurang-kurangnya

mempertimbangkan:

a. kesesuaian program peréncanaan dan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2); dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan
Pengguna Barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang:
dalam menyusun RKBMD Pengadaan pada tingkat

Pengguna Barang yang sekurang—kurangnya memuat

informasi:

Nama Kuasa Pengguna Barang;

Nama Pengguna Barang;

Program; :

Kegiatan;

Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau

daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan

rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

oo o p
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Pasal 13

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4
ditandatangani Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan Mei. | |
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(2)

(1)
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Bagian Keempat -
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan
Pada Pengguna Barang
Pasal 14

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

- Pemeliharaan di hngkungan Kuasa Pengguna Barang yang

dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Mei.

Pasal 15

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengguna Barang  mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan. '
Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

~dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan

kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD
pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada
daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat
informasi mengenai barang yang dipelihara.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun
RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat
informasi:

a. ..hama Kuasa Pengguna Barang;

b. Nama Pengguna Barang;

Nama barang yang dipelihara.

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

rencana kebutuhan - barang milik daerah yang
disetujui

® Ao
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Pasal 16

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
ditandatangani Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan
barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat mmggu keempat
bulan Mei.

Pasal 17

Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan
RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal
16 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi surat pengantar’ RKBMD yang ditandatangani
oleh Pengguna Barang dan data barang sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD

- Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan
selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 18

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

dilakukan terhadap:

a. Relevansi program dengan rencana keluaran (outp’ui)
Pengguna Barang;

b. Optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang; dan

c. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang
berada pada. Pengguna Barang telah sesuai
peruntukannya dalam rangka menun jang tugas dan
fungsi Perangkat Daerah

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memperhatikan: :

a. Kesesuaian program perencanaan dan standar -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan

ayat (2); dan



(3)
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(1)
(2)
(3)
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(1)
(2)

b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4).

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah

yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;

c. program;

d. kegiatan;

e.

data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau
daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f.  rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui
Dalam melaksanakan penelaahan  barang milik- daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan

Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

Pasal 19

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah
dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

4 Bagian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 20

‘Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah

dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data
barang milik daerah . yang diusulkan rencana
pemeliharaannya. ' |

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi
barang. ‘




(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang  milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat: .

nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

rencana kebutuhan barang milik daerah yang
disetujui. , |
Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD  Pemeliharaan yang
dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.

oo oTp

Pasal 21

Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola-
Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). o

RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pengguna Barang  kepada Pengelola
Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 22

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) ditetapkan
menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang.
RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 23

Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



s

(1)

(2)

)

(4)

8

(2)

(3)

(4)

dilakukan sebelum penyusunan PerubahanAPBD.
Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

Baglan Kedelapan
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasai 24

Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD
terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran
untuk kebutuhan baru (new initiative)] dan penyediaan
anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana
pengadaan ;dan/atau rencana pemeliharaan barang milik
daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala
besar.

Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebageumana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan
penyampajan RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun
berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d1gunakan

oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan

tambahan dalam penelaahan atas - RKBMD yang
disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau
APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penganggaran Belanja Modal

Pasal 25

Belanja untuk pembelian per satuan peralatan dan mesin
dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dianggarkan dalam belanja
Modal.

Belanja untuk pembangunan gedung baru d1anggarkan
dalam belanja Modal. :

Belanja untuk pembelian tanah yang akan digunakan oleh
perangkat daerah dianggarkan dalam belanja Modal.
Belanja = untuk Jaringan Jalan jembatan yang menjadi




()

(6)

(1)
(2)

(3)
(3)

4

kewenangan atau tanggungjawab berdasarkan peraturan
yang berlaku dianggarkan dalam belanja Modal.

Belanja untuk Pembelian Aset tetap Lainnya dianggarkan
dalam belanja Modal.

Belanja untuk Pembelian alat kesehatan dan peralatan
belajar mengajar dianggarkan dalam belanja Modal.

Bagian Kedua
Kriteria Penganggaran Belanja Modal untuk Kapitalisasi

Pasal 26 .
Belanja untuk Pengeluaran per satuan peralatan dan
mesin dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dlanggarkan dalam belanja
Modal i .
Belanja kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk
overhall mesin kendaraan dan khusus roda 4 (empat)
perbaikann body kendaraan, d1anggarkan dalam belan ja
Modal.
Pengeluaran untuk rehabilitasi gedung dan bangunan yang

- sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dianggarkan dalam belanja Modal.

Pengeluaran untuk rehabilitasi jalan yang sama dengan
atau lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dianggarkan dalam belanja Modal

Pengeluaran untuk rehabilitasi ruas jalan milik kabupaten
Minahasa Tenggara yang nilainya kurang dari Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan
perikatan dalam 1 (satu) kontrak yang nilainya lebih
sebagaimana point 3 (tiga) diatas dicatat sebagai belanja
Modal

Pasal 27

- Ketentuan mengenai :

a.

b.

Format usulan RKBMD Pengadaan pada kuasa pengguna~

barang;
Format wusulan RKBMD Pemeliharaan pada kuasa
pengguna barang;

Format penyampaian hasil penelaa.han RKBMD oleh
pengguna barang; . :
Format hasil penelaahan RKBMD Pengadaan oleh

. pengguna barang;

Format hasil penelaahan RKBMD Pemehharaan oleh
pengguna barang;

Format RKBMD Pengadaan pada kuasa pengguna barang;
Format RKBMD Pemeliharaan pada kuasa pengguna
barang; '
Format usulan RKBMD Pengadaan pada pengguna barang;




a.a

a.b

a.c

ad

a.c

Format wusulan RKBMD Pemeliharaan pada kuasa
pengguna barang; |

Format penyampaian hasil penelaahan RKBMD oleh
pengguna barang;

Format hasil penelaahan RKBMD Pengadaan oleh
pengguna barang; ‘

Format hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh
pengguna barang;

Format RKBMD Pengadaan pada pengguna barang;

Format RKBMD Pemeliharaan pada pengguna barang; -
Format RKBMD Pengadaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
Format RKBMD Pemeliharaan ‘Kabupaten Minahasa
Tenggara; :
Format perubahan usulan RKBMD Pengadaan pada kuasa

- pengguna barang;

Format Perubahan usulan RKBMD Pemeliharaan pada
kuasa pengguna barang; :
Format penyampaian hasil penelaahan usulan perubahan
RKBMD oleh pengguna barang;

Format perubahan hasil penelaahan RKBMD pengadaan
oleh pengguna barang;

Format perubahan hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan
oleh pengguna barang; .

Format perubahan RKBMD pengadaan pada kuasa
pengguna barang;

Format perubahan usulan RKBMD Pengadaan pada
pengguna barang;

Format perubahan usulan RKBMD Pemeliharaan pada
kuasa pengguna barang;

Format penyampaian hasil penelaahan usulan RKBMD oleh
pengelola barang;

Format perubahan hasil penelaahan RKBMD Pengadaan
oleh pengelola barang;

Format perubahan hasil penelaahan RKBMD Pemehharaan
oleh pengelola barang;

Format perubahan RKBMD pengadaan pada pengguna

“barang;

Format perubahan RKBMD Pemehharaan pada pengguna
barang; '
Format perubahan RKBMD Pengadaan Kabupaten
Minahasa Tenggara; dan '

Format perubahan RKBMD Pemeliharaan Kabupaten
Minahasa Tenggara.

Sebagaimana terdapat pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dariPeraturan ini.



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

‘NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL 2017
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA : '

A. FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
1. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

USULAN RANCANGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
: (RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG .........(2)

VEPLCEITRCNSNIISEETNTRIIEIONINOE (3)

PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4) HATAMAN : oiiiiininieinineninns (1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG D e e (6)
Usulan BMD Kebutuhan Maksimum Data Daftar BarangYang Dapat Dioptimalisasikan Kebvutuhan Riil BMD
NO Program/Kegiatan/Output Kode Nama Jumla Satua Jumlah Satuan Kode Baran Nama Jumlah Satuan Junﬁah ‘Batuan KET
Barang Barang h n & Barang ) .
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7 11 14 15
A. Program.........."” .
1. Kegiatan...
a. Output.
XXXXX
2. Kegiatan...
a. Output...
XX.XX.X
3. Dst....... ]
C. Dstueervecrensens v
) {8) (3} (10) (11) (12) (13 (14) (15) Liﬁl . (17) (18) _ (19} - (20 _21)
- - (22)
KUASA PENGGUNA BARANG
e (23)




Petunjuk Pengisian:

1) Diisi nomor halaman.

2) Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

3) Diisi Tahun Anggaran RKBMD yang diusulkan. -

4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

5) 'Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

6) Diisi nama pengguna barang.

7) Diisi nomor urut.

8) Diisi nama progaram / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.

9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

11) Disii kuantitas barang yang diusulkan.

12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panajang (m), luas
(m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

13) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.:

14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panajang (m), luas
(m2) unit, buah, set, dan sebagainya.

.1 ) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

17) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagamya

19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan .

21) Diisi keterangan dan /atau informasi penting lainya yang perlu dlungkap

22) Diisi tempat dan tanggal di sahkan.

23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatangan

24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



2. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA g’ASA PENGGUNA BARANG

PEMERINTAH PROVINSI

[

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH .

: SULAWESI UTARA (4)

(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG .....cccorvrurvernesnsns(2)

TAHUN ..vovvraenenns (3)

Halaman: .......... JO

KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG = rvviiriieeieeneienennen
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Ket.
No Program/Kegitan/Output Nama . Satatus Kondisi Barang Nama
KodeBarang Barang Jumlah Satuan B o B RR BB Pemeliharaan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Program ....cceeeee
1. Kegiatan ........
a.  Output
KXKXXKKXXKX
2. Kegiatan ........
a.  Output
XXXKXAXKXKK
3. Kegiatan ........
a. Qutput
XXKXKKKXXKK
B. Program ............
4. Kegiatan ........
b. Output B
XXXKHKXXKXKX
5. Kegiatan ......., )
b.  Output :
. | XXXXKKXKKKK
6. Kegiatan ........
b. Output :
. | XXXXXXXXXXK
C. DSt ..... ) . ‘e . .
7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(21)

KUASA PENGGUNA BARANG

(23)
Nip . {23)




Petunjuk Pengisiari :

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)

‘;)

19)

20)
21)
22)
23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama kuasa Penguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi Nama Pengguna Barang.

Diisi Nomor Urut. '

Diisi nama Program/kegiatan/output bersarkan remcan kerja Perangkat Daerah

Diisi kode barang yang di pelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang
milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

- Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaltu panaJang (m), luas .

(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat d1b1aya1 APBD sepertl dlgnakan

‘sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dlpehhara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusa Ringan (RR)

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan /atau informasi penting lainya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama Nip pejabat yang mengesahkan.



)

3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Ta.nggal Bman Tahun
: - Kepada
Nomor ... reerenes 2 Yth. v (5)
Sifat : Sangat Segera n et e s arans '
Lampiran @ .....coccviniiniiinnnnn, (3) A DI-
Hal :Hasil Penelaahan RKBMD - et (6)
Tahun ....... (4) pada...... (5) -
Sehubangan dengan surat Saudara Nomor : ............ (7) tanggal ......
(7) hal usulan ‘Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun .....
4) pada ..... (5) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMD sebagaimana

diuraikan pada lampiran surat ini.
Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat dﬂaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi berupa satuan
barang milik daerah yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan
. dan /atau pemeliharaan.
2. Hasil penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan
derigan memperhatikan ketersediaan anggaran.
3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa Pengguna
Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan perubahan menjadi
- RKBMD Kuasa Pengguna Barang.
4. Batas Waktu Penyampaian perubahan sebagalma.na dimaksud pada angka
3 diatas peling lambat minggu keempat bulan Mei.
Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian:

1)

2)
3)
4) .
5)
6)
7)

8)

Kop surat resmi yang berlaku pada Perangkat Daerah {Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisi Jumlah Lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.

Diisi Lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).

. Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit kerja/kuasa

penmgguna Barang yang bersangkutan.
Diisi nama, pangkat dan Nip pejabat yang menyetujui Hasil penelaahan RKBMD.



|
4. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAQ OLEH PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

': SULAWESI UTARA (4)

(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ............... {2)

TAHUN .......... (3)

Halaman: .......cooeevennn. (1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5) - ‘ '
PENGGUNA BARANG erressereraerestasnesees e es e srtssseaneen (6)
Kebutuhan e Kebutuhan Rul Barang Rencana Kebutuhan
o Usulan RKBMD Maksimum Data Daftar Barang yang dapat dioptimalkan Milik Daerah Penga BMD yang . ,ﬁ;ih . -
. Kode Nama ; Kode Nama disetujui
Program/ kegiatan / Qutput B Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Barang B Jumlah Satuan Jumlah Satuan Sk Sai n
1 2 3 : 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Program ............ :
1. Kegiatan ........ o~
c.Qutput
Xsoorrx
2.Kegiatan .,......
c.Qutput
Kxxoxk
3.Kegiatan ........ )
c.Output
XXXKXK
B. Dat.,.oovveness .
7 9 <10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 P2 23 24
............ JR -
. Disetujui,
Telah Diperiksa PENGGUNA BARANG .......cooovereeriiranensns (26)
No | Nama Jabatan Ttd. / Paraf Tanggal.
) R T T P P Pejabat Penatausahaan Penguna Barang :
2 ] e Pengurus Barang Pengguna o ssssessssssesssesstssssassissasssssnssensarnesos {27)




L2}

Petunjuk Pengisian :

1)
2)
3)
)
S)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

@s

17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)

Diiisi Nomor Halaman

Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi Tahun Anggaran RKBMD yang diusulkan

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan

Diisi nama Pengguna Barang

Diisi nomor urut.

Diisi nama program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku..

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi Satuan Barang yang diususlkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas

‘(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data mput sesua1 ketentuan standar barang dan
standara kebutuhan yan berlaku. . ; _
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas

, (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dloptlmahsasﬂ;an.

Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi Kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panajang (m), luas (m2» unit, buah, set, dan sebagainya..

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui '

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang
(m), luas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya. :

Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembalian.

Diisi keterangan dan / atau informasi penting lainya yang perlu dlungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



5. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIQRAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

HASILPENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELTHARAAN BARANG MILIKDAERAH

~ (RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2)
TAHUN .........(3)
PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4) Halama: ..o.eeereveeeeennnenes (1)
KABUPATEN : MINAHASATENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG Deeeenens erereerieneerreerrtaeaieeaenranae (6)
) Rencana Kebutuhan
Barang Yang di Pelibara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Pemeliharaan BMD
No : yang disetujui Ket.
. Kode Nama . Status Kndisi Barang Nama
Program /kegiatan/output barang Barang Jumlah Satuan Barang B RR RB Pemelibaraan Jumlah Satuan Jumliah ’ Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11 12 13 14 15 16
A. Program ..... :
1. Kegitan .......
a. Output ...........
XXAXXXX
2. Kegitan .......
a. Output ...........
XRXXXKKX
3. Kegjtan .......
a. Qutput ...........
XXKXXKX
B.dst .......
7 8 9 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
| : (23)
Disetujui,
Telah Diperiksa PENGGUNA BARANG ... ccreecmermececsrsrrasearas (24)
[No | Nama Jabatan Ted./Paral | Tanggal S
L U pOTOTTea Pejabat Penatausahaan Penguna Barang 2 5)
2 Pengurus BarangPenggupa _ {  } 4 mswsemsestsassessessessesies crsersoesnsenaes (
Nip . (25)



Petunjuk Pengisién:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
i)
)

19)

20)
21)

22)
23)
24)
25)

Diisi nomor halaman

- Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Dn31 nama Provinsi yang bersangkutan.
Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

. Diisi nama pengguna Barang,

Diisi nomor urut. :

Diisi nama program/kegmtan/output berdasarkan rencana kexja Perangkat Daerah.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁkas1 barang
milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kode fikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara .

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBDseperu digunakan
sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang Pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :
panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.

Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :
panajang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya. - :

Diisi keterangan dan atau informasi penting lamrrya yang perlu dlungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan.




P ®
6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG
RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
/ (RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG .....cccorrnenrennes (2)
. ' ~ - " TAHUN......cooannene (3)
PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4) Halaman: ......cc.oceeeiennnnee (1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG D e aaeen (6) }
’ . Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (yang disetujui Cara
No Program/Kegiatan / Output Kode Barang . Namga Barang }yuml%ih SaJtua)m Pemenuhan Ket
1 2 3 4 S 6 7 8
A. Program .................. ‘
1). Kegiatan .......co.eceenennsse.
a.Output .......ovvveeiieniennn.
2). Kegiatan .....cocovveniininnes
a Output ....coovvvinriinnnne.
B. Program ..................
1). Kegiatan ........cooceennnenen.
a. Output ......coveennienninnes
2). Kegiatan ............ vevereeses
Output ..oevvvnevinrrnnnninns
C. dst :
(7) (8) ' 9 (10) {11) (12) (13) (14)
............ > eerreensensiarimsansrasasasessenseaes (15)
Kuasa Pengguna Barang .......c......ccoveieevinnnnn. (16)




Petunjuk Pengisian :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Diisi nomor halaman

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan

Diisi-nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan

Diisi nama pengguna barang

Diisi nomor urut

Diisi hama program / kegiatan / output berdasarkan rencand kerja Perangkat Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁka31 barang milik daerah
yang berlaku.

10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
12) Diiisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas

(m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

13) Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembehan

14) Diiis keterangan dan / atau inf ormasi pentmg lainya yang perlu dlungkap,
15) Diisi tempat dan tanggal disahkan. !

16) Diisijabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatangan

17) Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahklan.
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Petunjuk Pengisian :

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

20)
21)
22)
23)

Diisi nomor halaman.
Diisi nama Kuasa Penguna Barang yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi Nama Pengguna Barang.

Diisi Nomor Urut.

Diisi nama Program/keglatan /output bersarkan rencan kerja Perangkat. Daerah

Diisi kode barang yang di pelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti dignakan
sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi ‘sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusa Ringan (RR)

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi- kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang

- berlaku yaitu : panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan /atau informasi penting lainya yang periu d1ungkap
Diisi tempat dan tanggal disahkan .

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama Nip pejabat yang mengesahkan,



8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

PEMERINTAH PROVINSI

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
- (RENCANA PENGADAAN) "
PENGGUNA BARANG .....cceveeveneeeeeee{2)

: SULAWESI UTARA (4)

TAHUN.........oeeene(3)

Halaman ................. (1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA(S) . -
N Nama Pengeuna Barang Usulan Barang Milik Daerah Kebut:uhan Data daftar barang yang dapat dioptimalisasikan Kebutu.han riil barang »
o /Program/Kegiatan / Output Maksimum milik daerah Ket
: Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan’ Kode barang | Nama barang | jumlah Satuan Jumlah Satun
1 2 3 ’ 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13=7+ 11 14 15
A. Program .......ceecoeuee.
1). Kegiatan .........
a. Output ............
2). Kegiatan ............
a. Output .........
B. Program ......
1) Kegiatan ..........
a. Output.......... -
2). Kegiatan ............
. Output ........e00.
C. dst
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20
.................................................. (21)
PENGGUNA BARANG
......................................... (22)
................................................. (23)
NED +eevveeeeeereene e boreeeeeeeesresersenes (23)




Petunjuk Pengisian:

1) Diisi nomor halaman

2) Disi nama pengguna Barang yang bersangkutan

3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan

4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

5) Diiis nama kabupaten yang bersangkutan.

6) Diisi nomor urut.

7j Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/keglatan / output berdasarkan rencana kexja
Perangkat Daerah.

8) Diisi kode batrang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁkas1 barang mlhk daerah

, yan berlaku.

9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. :

10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pana jang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

12) Diiis standar kebutuhan maksimum dengan data mput sesuai ketentuan standar
barang dan standar kebutuhan yang berlaku. A

13) Diisi satuan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panajang (m), luas (m?2),
unit, buah, set, dan sebagainya.

14) Diiis kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
) Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya. |

18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. .

19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

20) Diisi keterangan dabn /atau informasi penting lainya yang perlu d1ungkap

21) Diisi tempat dan tanggal disahkan

22) Diisi Jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan

23) Diisi Nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. ' '




*
9. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARAN G. |
USULAN RENCANA KEBUTUHANPEMELIHARAAN BARANG MILIKDAERAH
‘ (RENCANA PEMELIHARAAN) '
KuASA PENMGGWA BAMNG ...I....l..‘l‘l..l.l.‘l'.(z)
Tm (22222222222 X227 (3)
PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4) Halaman — :.ccoveneseen, (1)
KABUPATEN ' : MINAHASA TENGGARA (5) , ' :
Kuasa Pengguna barang : Barang Yang Dipelihara _ Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Ket.
No /Program/Kegitan/Output Kode Barang gara{:r?g Jumlah Satuan %?raat:g B Kondl}:;zBaraanB Peml:iiml;n:raan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A, Program .....c.enseeneen,
1). Kegiatan .........
a. Output ............
2). Kegiatan ............ XRXAEKXKKXK
a. Qutput .........
B. Program....... ] :
1). Kegiatan .......... XXKKKKXKXKX
a. Output .........
2). Kegiata ....oveeroee
Qutput ....coceeees KEXXXXKAKKEX
C. dst
A. Program ...ccceeeeenenenn,
1). Kegiatan .........
a. Cutput ............
2), Kegiatan ............ HAHKKRKKKKK
a. Qutput .........
B. Program ...... ’
1). Kegiatan .......... KXXXKKKXKKK
a. Qutput .........
2). Kegiatan ............
. . Output ............ XXXXXXXKXKKX
C. dst . )
6 ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . | 19
e eteset et e ese st reestatesanarassnsnes (20)
KUASA PENGGUNA BARANG ............. (21)
................................................. (22)
NED e eeeeeereeseeeesenerssnensoeeeeseeeseenne (22)



Petun, juk Pengisian :

1)
2
3)
4
5)
6)
7)

8
9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

18)
19)

20)
21)

22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama kuasa Penguna Barang yang bersangkutan. -

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Rovinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi Nomor Urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang / Program/kegiatan/output bersarkan rencan kerja
Perangkat Daerah

Diisi kode barang yang di pelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panaJang (m), luas
(m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat d1b1aya1 APBD seperti dignakan
sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). -

Diisi sesuai kondisi barang yang d1pehhara jika Rusa Ringan’ (RR)

Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB)

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. -

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan /atau informasi penting lainya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan .

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama Nip pejabat yang mengesahkan.



10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KOP SURAT ....... (1)

Kepada

: Sangat Segera . e reereenneraaea————

L rverrreerrerseretirenes (3) DI- '

Hasﬂ Penelaahan RKBMD L (6)
Tahun ....... (4) pada...... () :

‘Sehubangan dengan surat Saudara Nomor: ............ (7) tanggal ......

(7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun .....

(4) pada ..... (5) pada prinsipnya kami menyetujul RKBMD sebagaimana

diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat dﬂaksanakan
dengan ketentuan sebagai:berikut :

5. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi berupa satuan
ba.rang milik daerah yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan
dan /atau pemeliharaan.

6. Hasil penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan
~dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

7. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa Pengguna
Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan perubahan menjadi

. RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

8. Batas Waktu Penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka

3 diatas peling lambat minggu keempat bulan Mei.
Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih.

Pengguna Barang

Petun, Juk Pengisian :

1) " Kop surat resmi yang berlaku pada Perangkat Daerah (Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Diisi Jumlah Lampiran surat yang bersangkutan. '

4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan,

5) Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.

6) Diisi Lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).

7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit kerja/kuasa
penmgguna Barang yang bersangkutan.

8) Diisi nama, pangkat dan Nip pe jabat yang menyetujui Hasil penelaahan RKBMD.




HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
' (RENCANA PENG-A.DAAN ) ‘

11. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADA-‘OLEH PENGGUNA BARANG.

KUASA PENGGUNA BARANG ........ceuvi. (2)
TAHUN .......... (3) |
PEMERINTAH PROVINSI- : SULAWESI UTARA (4) Halamans: ........ccceeeeenn. {1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
Kebutuhan A N Kebutuhan Riil Barang
Usulan RKBMD Maksimum - Data Daftar Barang yang dapat dioptimalkan Milik Daerah Rencana Kebutuhan Cara
Pengadaan BMD yang
Ne Kode Nama Kode Nama : disetujui Pemenuha Ket
Program/ kegiatan / Qutput Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlsh Satuan n
Barang | Barang Barang Barang Jmlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Program ..................
1). Kegiatan .........
a. Ouiput ............
2). Kegiatan .,......... XKXXXXX
a. Output ......
B. Program
1). Kegiatan .......... XXXXKXX,
a. Output ......
2). Kegiatan .....oeenee .
Output ............ XXXXXX
C. dst
A, Program .
6 8 9 10 11 12 13 14 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23
) (24)
Disetujui,
Telah Diperiksa . y
o - e T e A CTCTTEN: T —— (25)
L S S PN Pejabat Penatausahaan Penguna Barang . . '
2 | e Pengurus Barang Pengguna (26)
\11] « OO (26)




~ Petunjuk Pengisian:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)
15)

7)

18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)

DlllSl Nomor Halaman

Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi Tahun Anggaran RKBMD yang diusulkan :

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan

Diisi nomor urut.

Diisi nama program -/ kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku. .

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi Satuan Barang yang diususlkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m),
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data mput sesuai ketentuan standar barang dan
standara kebutuhan yan berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pana, Jang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dloptlmahsasman

Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi Kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang yang masih dJmungkmkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panajang (m), luas (m2), unit, buah set, dan sebagainya.

‘Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi jumlah barang pengadaan yang disetu jui

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang
(m), luas (m2)> unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembalian.

Diisi keterangan dan / atau informasi penting lainya yang perlu diungkap:

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan,
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Petun Juk Pengisian :

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

19)
20)

21)
22)
23)
24)

Diisi nomor halaman A

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

. Diisi Nomor Urut

Diisi nama program/kegiatan /output berdasarkan rencana kerja Pefangkat Daerah.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

‘barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kode fikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara .

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yautu panajang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya. :

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dlblayau APBDseperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika baik (B}

Diisi sesuai kondisi barang yang dlpehhara J1ka Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang d1pe11hara jika Rusak Berat (RB)

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusuikan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang Pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :
panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.

Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :
panajang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan.



13. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG ‘
: RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ......cccceeeereneee(2)
TAHUN.....0c0nerenn (3)
PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4) | Halaman  :,5,5555055050090905(1)
KABUPATEN , : MINAHASA TENGGARA (5)
: . Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (yang disetujui) Cara -
o Program/Keglatan / Output Kode Barang NamaBarang Jumlah | Satuan | Pemenuhan Ket
1 : 2 3 4 5 6 7 8
A. Program ..................
1). Kegiatan ........ccceeeuvunenee
a. Output ....cocvivivinienennnns
2). Kegiatan .......c.c.ceeeennes -
a. Output ...cooevivrvviinninnn.
B. Program .........ceeeuee
1). Kegiatan .......cceeeeeenneenn.
a Output ....coocevviiiennnnne.
2). Kegiatan .....c.ccceveeeniennne
a Outpuf .....covvvvvviinunnnn.
| C. dst '
6 7 8 9 10 11 12 13,
j crvessusemn et s saesranane (14)
PENGGUNA BARANG .....uonuceremmssecnrsrssns (15)
......... (16)




Petunjuk Pengisian :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Diisi nomor halaman

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan .

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan

Diisi nomor urut

Diisi nama program / kegiatan / output berdsasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁkasi barang milik daerah
yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
11) Diiisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas

(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembelian.

13) Diiis keterangandan / atau informasi penting lainya yang perlu d1ungkap,
14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

15) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatangan

16) Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahklan. :




14. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA’ARANG. .

PEMERINTAH PROVINSI

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIKDAERAH
' (RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENMGGUNA BARANG ...ocvvrunrrnnressenes(2)
TAHUN .......cc0evvee (3)

;' SULAWESI UTARA (4) Halaman: ..........cceeeeeneen. (1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5) '
A Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
No Kuasa Penngg!ma_ Barang Barang Yang Dipelihara yang disetujui Ket.
/Program/Kegitan/Output Kode Barang BI\Iaraﬁg Jumlah Satuan }S;traat;; B Kondx;;zBarangRB Pemlilmaan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Program .....eceeeeeeennes
1). Kegiatan .........
a. Qutput ............
2). Kegiatan ,........... XXXKKXXKXXK
a. Output .........
B. Program ......
1). Kegiatan .......... XEXXXKXKKXKK
a. Output .........
2). Kegiatan ............
. Output ............ XXXXXXKKKKK
C. dst
A, Program ......ccccveeesee.
1). Kegiatan .........
a. Output ....eveuees
2). Kegiatan ......cewees KXKXKXXKKKK
a. Output .........
B. Program ......
1). Kegiatan .......... Pevoovonesed
a, Output ......... ’
2). Kegiatan ............
Qutput ............ EXXXXKXKXXXK
C. dst
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
............ RSN 1)
PENGGUNA BARANG ......cccccsevemevmssrensonnns (21)
(22)




Petunjuk Pengisian :

1) Diisi nomor halaman.

2) Diisi nama kuasa Penguna Barang yang bersangkutan.

3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

4) Diisi nama Rovinsi yang bersangkutan.

5) Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

6) Diisi Nomor Urut. ‘

7) Diisi nama Program/kegiatan/output bersarkan rencan kerja Perangkat Daerah

8) Diisi kode barang yang di pelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang
milik daerah yang berlaku.

9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

~ penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang (m), luas
(m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti dignakan
sendiri atau pinjam pakai.

13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusa Ringan (RR)

15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)

16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

1@\Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

lgDiisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panajang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

19) Diisi keterangan dan /atau informasi penting lainya yang perlu diungkap.

20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

21) Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. _

22) Diisi nama Nip pejabat yang mengesahkan.



15. FORMAT RKBMD PENGADAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

'RANCANGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PENGADAAN)
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (2)
. "TAHUNI......‘.I....'..I'.D"'........'I...'.'.'."."."....'..Q.. (3).

HALAMAN : ....ocoveeenieeennne (1)
NO Pengguna Barang / . Rencana Kebutuhan BMb Cara Pemenuhan Ket
Program/Kegiatan/Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan )
1 2 3 4 5 . 6 7 8 15
A. Program.......... :
Kegiatan
Output,
XXXXX
Kegiatan
Output
XXXXX
Dst...ooceen
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(14)
PENGELOLA BARANG ......... (15) -
............................. (16)
NID s creeeeeeemseses s sssssesssasessssenes (16)




Petunjuk Pengisian :

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

Diisi nomor halaman.

Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi Tahun Anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang / progaram / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja
Perangkat Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

Diisi Uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai kententuan yang berlaku ya1tu panajang (m), luas
(m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

10) Diisi kuantitas barangn pengadaan yang disetu jui,
11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panajang

(m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembehan
13) Diisi keterang dan / atau informasi pentmg lainya yang perlu diungkap
14) Diisi tempat dan tanggal disahkan. '

15) Diisijabatan pengelola barang yang melakukan penandatanganan

.16) Diisi nama dan Nip pejabat yang bersangkutan.




16. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN KABUPATEN KABUPATEN

RENCANA KEBUTUHAIN’ PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (2)

TAHUN ...... (3) » B
HALAMAN ...... (1)
: : e Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
NO Pengguna Bargng Yang Dipelihara BMD Yang Disetujui Ket.
Barang/ Program/ Kegiatan/ Qutput Status Kondisi barang Nama . ’
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Barang B RR RE Pemeliharaan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. PENGGUNA BARANG ..,
A PROGRAM
1}  Kegiatan ......
a. Output .....
X.X.X.X.X-XX . KKX
2)  Kegiatan-......
a. Output .....
X.X.X.X.X.XX..XKX
3) Dst.....
B. PROGRAM
1} _ Kegiatan ......
a. OQutput .....
X.X-X.X-X.XX.. XXX
2  Kegiatan ......
a. Ouiput.....
X.X.X.K.X.XX.. XXX
3 Dst ........
(4} &) {6) {7 (8). ) (10) (11) | (12) (13) (14) {15) {16) (17)
L e ) sesectssessstsasnteesasanns (18)
PENGELOLA BARANG....... (19)

-------------------------




o

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

DllSl nomor halaman. :
Diisi nama Pemerintah Prov1n31/Kabupaten yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan..

Diisi nomor urut. ‘ , V A
Diisi nama nama Pengguna Barang/program/Kegiatan/output berdasarkan rencana
kerja Perangkat Daerah.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku. :
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (mz)’ unit, buah, set dan sebagainya.

(10) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti

digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(14) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD yang

disetujui.

(15) Diisi kuanﬁtas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(16) Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai ketentan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (mz)’ unit, buah, set, dan sebagainya.

(17) D1131 keterangan dan/atau informasi penting lamnya yang perlu diungkap.
(18) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(19) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan

(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN

PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BAR.ANG MILIK DAERAH

{(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2)

TAHUN ...... (3)

: SULAWESI UTARA (4)
: MINAHASA TENGGARA (5)
D e eesneaens ()

NO. Kuasa Pengguna
’ Barang/Program/ Kegiatanf Output

KodeBarang NamaBarang Perubahan

Kebutuhan Maksimum

Data Dafter Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan

Kebutuhan Rifl BMD

Jumlsh Satuan

Kode Barang

Nama Barang

Jumlsh

Satuan

Jumlah Satnan

2

3

4

S 6 7 8 4 10

11

12

13

14

15

16

17

A.PROGRAM

1) Kegiatan ......

a Outpat .....

X, X3 XX 200 . 300K

2 Kegiatan ......

X.X. 30X X200 XX

1) Kegiatan ......

X0 XX XK KK

XKoL XX XL X0 2000

X KX KK 3000

KXo X X X KX XXX

KX 3 X X X XK

XX, XX X0 XXX,

9 {10} 11} (12) (13) (14 (15} (16}

a7

(18}

)

{20}

{21)

22}

23)

24)




Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

{2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nomor Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama nama Kabupaten yang bersangkutan

(6) Diisi nama Pengguna Barang.

(7) Diisi nomor urut

(8) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/keg1atan/output berdasarkan rencana

- kerja Perangkat Daerah.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang m111k
daerah yang berlaku. ‘

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan
“dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD
Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. °

(12) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dllakukan perubahan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD Pengadaan.

4) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD
Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan yang
sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar
barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang
(m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(19) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(20) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(21) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptifnalisasikan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (mQ)’ unit, buah, set, dan sebagainya.

92) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu d1ungkap

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(26) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




18. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

" PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ........ )
TAHUN ...... (3)
. HALAMAN ...... (1)
PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4)
KABUPATEN ’ MINAHASA TENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG  :.eovveeeveeneeeeeeeeenen 6).
. Barang Yang Dipelil.)am - Nama Semula i Menjadi
No Program/ Kegiatan/ Output Kode Barang | NamaBarang | Jumish | Satuan | Status Baramg |—p— OPOSEOR Pemeliharaan Jumleh | Setusn | Jumlah | Samen Perubahan Ket.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A.PROGRAM
1)Kegiatap ......
a Output .....
XX, XX XK XK
2} Regiatan wor:
a Output .....
3) Dst........ SRR
B.PROGRAM
1\ Kegiatan ......
a Output .....
T XX KX XXX, 0K
b. Output .....
R XXX XX XK. XK
C.Dst.
{7} (8} 9 {10) {11) {12) {13) (14} (15) (16) 17} (18) (19} 201 (211 {22} (23)
........................................... 24)
Kuasa Pengguna Barang
........................................... (25)

................................




(1)
(2)
(3)
(4)
(%)
(6)
(7)
(8)
9

(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

¢

(17)
(18)
(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
(24)
5)
6)

Y

Petunjuk Pengisiarn:

Diisi nomor halaman. :

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nhama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
Diisi kode -barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nhama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m),luas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya. .

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperi
digunakan sendiri atau pinjam pakai. - '

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan..
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. _

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggaritikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan penelaahan
RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?2),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD pemeliharaan
yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu d1ungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisijabatan Kuasa Pengguna Barangyang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




19.

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN RKBMD OLEH

PENGGUNABARANG.
KOP SURAT ..... (1) :
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
‘ Kepada
Nomor : ....c.coeeeees (2) Yth, (5) ....
Sifat : SangatSegera @ e
Lampiran: ....... (3) berkas ' di-
Hal ~ : Penyampaian Hasil - e (6)
- Penelahaan Usulan
Perubahan RKBMD .
-Tahun ... (4) pada ... (5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...: (7) tanggal ...... (7)

hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Hasil Penelaahan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada ..... (5)
pada prinsipnya kami menyetujui dengan hasil Penelahan Perubahan
RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini. : ‘

Untuk selanjytnya, Perubahan RKBMD dapat dilaksanakan
dengan mempertlmbangkan ketersediaan anggaran.

" Demikian atas perhatiannya dan tenma kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian:

(1)

Kop surat resmi yang berlaku pada Perangkat Daerah (Pengguna 'Barang) yang

. bersagkutan

(2)
(3)
()
()
(6)
(7)

&)

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisijumlah lampiran surat yang bersangkutan.

»

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim. .
Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.

Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa Pengguna

Barang yang bersangkutan

Diisi nama, pangkatt dan NIP pejabat yang mengesahkan hasil Penelaahan RKBMD.




20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN HASI1 PENELAAHAN RENCANAKEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH -
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG

(2)

........

TAHUN ...... (3) ,
o : ‘ HALAMAN ...... (1)
PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI UTARA (4)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG  : oocoveeeeeeeeeeeeen (6)
Usulan Rencana Kebutuhan Pengndasn Barang Milik Daerah . Penclahaan
. Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Day Kebutuhan Rl | Perupahan Rencaan Cara
NO. Semula Menjadi P el:u]asan] p Maksimum Dioptimalkan pat © BMD Pe;(gebul tuha';vm Pemenuhan Ket.
Program/ Kegiatan/ Output Kode Barang NamaBarang Y Disetujui
Jumlsh | Satuan | Jumlsh | Satuen Jumish | Satuan | o0 | Nema | gupigh | Somen | Jumlsh | Setwen | Jumleh | Satuen
1 2 3 4 5 5 7 8 0 10 i1 12 13 4 15 16 17 18 ) 20 21
A.PROGRAM : :
1) Regiatan ...
a. Qutput .....
XX 20X X X000 XXX
) Kegiatan ;oo '
b.Output .....
X3 KK XK 00
3)Dst .oousee
B,PROGRAM
1} Kegiatam ,.....
a. Qutput,.
. XX XXIOL SO
2) Kegintan oo
b.Output.....
XX XXX XK 00K
3)Dst ..vveie
C.DSt .ioneeensen
Q) & e 10 iy 2] @8 a4 ) 16) 7 i8] [9) 120) 1) 22) 23| @A | @ _ 26 | _en
........................................... (28)
Kuasa Pengg\ma Barang
........................................... (29)
........................................ {30)
NIP. i ttivicstnneerasnssscnresnans (30)
Telah diperiksa
No. | Nama Jabatan Tanggal
1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang -
2. Pengurus Barang Pengguna




Petun _]uk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang, ,

(3). Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. .

(4)° Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. ‘

(5) Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

(6) Diisi nama Pengguna Barang.

(7) Diisi nomor urut.

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barangyang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan.

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku ya1tu panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan yang
sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data mput sesuai ketentuan standar
barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: pan_]ang (m),
luas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(19) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(20) Diisijumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(21) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah _set, dan sebagainya.

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

.23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(24) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dllakukan perubahan.

(25) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luaas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(26) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

(27) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

(28) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(29) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

(30) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahakan.




21 FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARAN G MILIK DAERAH
' (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN) '

KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2)
TAHUN ...... 3)
- HALAMAN
PEMERINTAH PROVINSI 't SULAWESI UTARA @) .
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
PENGGUNA BARANG D etrcsnererersnnsasssansarens {6)
Perubahan Rencana
B inelit Semula Menadi Kebutuhan Pemcliharaan
NO Program/ Kegiatan/ Output Yorg Dipe _ Fe Nﬂmm enpdi N cﬁ‘lm BMD Yaog Disctajos Ket.
Kode Barang NamaBarang Jumlah Satuan, Status Barang B Ko.udxsl;;amne B Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 i3 14 15 16 17
A.PROGRAM
1) Kegiatan ......
a. OQutput ..... f
XX X 20X, XK XXX
2 Kegiatan ...
a Output .....
KKK XXX SO
3 Dst ...
B.PROGRAM
1) Kegiatan ......
a Output .....
XXX XXX, 2000
2) Kegiatan ...
a. Output .....
XX XL XX XX
3)Dst ........
C.Dst.......covueannee
[a) ® 0) {io) 1) 121 (i3] [T0) 15 &) an 8 119} 0 21 22 23) 75 =
................ s sressnsrinsacsenensnecsess(26)
Kuasa Pengguna Barang
........................................... (27)
.................................. (28)
NIP.osorrennerereoraneneraranaesens (28)
Telah diperiksa
No. | Nama Jabatan - Tanggal
3 O TR Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
R T T Pengurus Barang Pengguna




Petunjuk Pengisian:

(1)
@
3)
@)
(5)
©)
@)
®)
©

(10)

(11)
(12)

13)

(14)
(15)
(16)
(17)

® v

(19)
(20)

(21)

(22)

(23)
- {24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Diisi nomor halaman

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/legiatan/output bersdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku

Diisi kuantitas barang yang dipelihara. -

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

Yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai APBD seperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesaui kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesaui kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)

Diisi sesaui kondisi barang yang dipelihara jikaRusak Berat (RB).

Diisi uraian nama yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barnag yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku
yaitw panjang (m), luas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luasa (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah diusulkan
sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan Perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi keterangan dan / atau informasi pentmg lainnya yang perlu diungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan



22. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUSA PENGGUNA BARANG
: PERUBAHAN RECANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG............(2)
TAHUN ............ (3)
PEMERINTAH PPROVINSI : SULAWESI UTARA (4) -  Halaman:......(1)
KABUPATEN .- ; MINAHASA TENGGARA (5) ' : - - '
PENGGUNA BARANG - N 6)
Perubahan Rencana
. Semula Menjadi Alasan Kebutuhan . c
No Program/ Kegiatan/ Output Kode Barang NamaBarang Perubahan | P engad;:le‘tzgi]f Pemearf:han Ket.
Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Program....
1. Kegiatan.....
a. Qutput
XX XXXXX
2. Kegiatan....
b. Output...
XX XXX XX
B. Program.........ceeec.t
1. Kegiatan......
a. OQOutput
X XXX XXX,
2.  Kegiatan...........
b.  Output
XXXXXXX .
3. Dsticceiieciinnnnens
C. DStuvervrrcrnrssnsonntssmastanarssesssnanass . - . )
(7) : (8) ()] (10} (11) 12) {13} {14} {15) {16} (17) (18) (19}
............................................ (20)
Kuasa Pengguna Barang
................... R (22§
........................................... (22)




Petun juk Pengisian

(1)
(2)
(3)
)
()
(6)
(7)
8)

o)
10)

(11)

(12)
_sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
. dan sebagainya.

(13)

(14)

(15)
(16)
17)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Diisi nomor halaman _

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang

Diisi Tahun Anggaran RKBMD yang diusulkan

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten /yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut. ‘

Diisi nama program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat
Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang
milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

.Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan

RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan pperubahan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan

Diisi kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan besaran

‘satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan

dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengacaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang

(m), luas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Mengisi alas an yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitw panjang (m), luas (m2) unit, buah set, dan

sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya mlsalkan sewa atau pembelian.

Diisi keterangan dan / atau informasi penting lainnya yang pertu dlungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisijabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan




23. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG
PERUBAHAN USULAN RECANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN )
KUASA PENGGUNA BARANG............ @) |
' < | ' " TAHUN ............(3) -
PEMERINTAH PPROVINSI  : SULAWESI UTARA (4) Halaman:......(1)
KABUPATEN = : MINAHASA TENGGARA (5) -

Menjadi Ecl'mtuhan Data DaDﬁar Barang Y‘ang Dapat . chutuhggn Rill
. Kode Nama foptimalt B
No Program/ Kegiatan/ Output Barang : Alssan Kode Nama Jaral Juml
Jumlzh Satnan ah an Perubahan ah Satuan Barang Bara ah Satuan ah Satuan
ng

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - 15 16 17 18

AX XXX

Kuasa Pengguna Brang

Program._

Kegiatan

Output

XXX XXX
XX

XXXXXX
KX

(6] (M 8 (9 - (10) (11) | @2y | (18) (14) (15] (16 7 | (18} | (19) | (20 (21 | 22 (23)




Petun jnuk Pengisian:

(1)
(2)
)
(4)
(o)
(6)
(7)

®)
©)
(10)
(11)
(12)

(13)

’(14)

(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

@ 2s)

Diisi nomor halaman

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi Tahun Anggaran RKBMD yang diusulkan

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/Program/Keglatan/ output berdasarkan rencana kerja Perangkat
Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁka31 barang m1hk daerah
yang berlaku.

Diisi nam barang- sesuai kode pada kolom (8)nberdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan
yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.

‘Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dﬂakukan perubahan sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang
yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barnag pengadaan yang diusulkan untuk dﬂakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan yang sudah
pernah diusulkan sebelumnya. _

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan

“standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m2) unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masi dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi nama barang pengadaan yang masi dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang pengadaan yang masi dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masi dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. -

Diisi keterangan dan / atau informasi penting lamnya yang perlu d1ungkap

Diisi tempat dantanggal disahkan. .

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan




24 FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUSA PENGGUNA BARANG
PERUBAHAN USULAN RECANA KEBUTUHAN PENGADAAN ‘BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN ) '

KUASA PENGGUNA BARANG............ 2)

: S - , TAHUN ............ (3) SR : .
PEMERINTAH PPROVINSI : SULAWESI UTARA (4) Halaman:...... (1)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)- ' :

BarangYang Dipelihara Semula . Menjadi Ket
Kuasa Pengguna Kode Nama E Nama Alasan
No Barang/ Program/ Kegiatan/ Out Barang Barang atuan Kode Baramng I 1t Perubaha
put Jumlah Satuan Boarang Jumlah Satuan Jumlah Satuan n
B RR RB
1 2 3 4 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Kuasa Pengguna Barang
a Program.....
1. Kegiatan.....
a. Output
XXXXXX
2. Kegiatan.....
b. Output.
XXXXXX
2. DSteuvicssnieniiniiininnn
()] (7) (8) 0 (10) (11) (12) (13) {14) (15) (16) (17) {18) {19) {20) (21) (22)
............................................ (23)
Kuasa Pengguna Barang
........................................... (24)
........................................ (25)




Petuunjuk Pengisian:

(1)

(2)
(3)
4
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

(19)

20)

(21)

- (22)

(23)
(24)
(25)

Diisi nomor halaman
Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan

‘Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegmtan/output berdasarkan rencana kerja
Perangkat Daerah.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaki.

- Diisikuantitasa barang yang dipelihara.
. Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas

(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

- Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat d1b1aya1 APBD seperti

dlgunakan sendiri atau pinjam pakai.

. Diisi sesuai kondisi barang yang dipelibara jika Baik (B)

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
Diisi sesuai kondisi barang yangdipelihara jika Rusak Berat (RB)

- Diisi nama uraian pemekliharaan yang diusulkan untuk dilakukan paemehharaan A

Diisi kuantitas barang untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi nama satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan

- yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2) unit, buah, set, dan sebagainya.
- Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan baesaran satuan barang
- yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan mengganmkan besaran
satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD pemeliharaan yang
sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu dlungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan



25. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH PENGELOLAAN

BARANG.

- ini

KOP SURAT.....(1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada,
...................... Yth, e
e (3)berkas ' di-
: Penyampaian Hasil : Tempat

Penalaahan RKBMD
Tahun...(4)....pada....(5) .

Sehubungan surat Saudara Nomor:......(7) Tanggal....... (7) hal Usulan
Perubahan Rencana Kebutuha Hasil Penelaghan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) Tahun.....(4) pada....(5) pada prinsipnya kami menyetujui dengan
hasil Penelaahan Perubahan RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD 'dap:atv dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keatersediaan anggaran. ‘

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengelola Barang

- Petunjuk Pengisian:

(1) Kop surat resmi yang berlaku.

{2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. .

(5) Diisi Perangkat Daerah (Pengguna barang) yang dikirim.

(6) Diisi lokasi kedudukan Perangkat Daerah

(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dJlClnm oleh Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

(8) Diisi nama, pengkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasﬂ penelaahan RKBMD.




26. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN

PENGGUNA BARANG ......... 2
TAHUN....... (3) '
Pemerintah provinsi  : SULAWESI UTARA (4) Halaman ........... (1)
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA (5)
Penelaahan
Jkebutut Kebutnhan riil perubahan rencana
Usulan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah Data daftar barang yang dapat dioptimalkan barang milik kebutnhan
maksimum - . daerah . pengadaan bmd Cara
yeng disetjui hannya Ket,
Kuasa pengguna Nama Alasan Kode Nama
I ' ] kegiatan/ output Kodebarang b P r perubshan Jumiah Satuan bareng 1 g Jum]ah- Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 S 6 7 8 9 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Kuasa pengguna barang
A. Program ..ueeeassines
1) kegiaten ...........
A Output ...eeeeersiaereres
XXX X XK K
_ 2) kegiatan ...........
A, Output e
) KX XXX, XK
KX XXX XKK
XX 3,30 50X 300
3) dSt wrennnnnnnn.
{6) j) 8) 9 {(10) {11} 12) 5 (13) (14) (15) l {16) {17) {18) £19) (20) {21) 22) {23) 24) 25) (26)
[EE— ) erreresrenrae sttt re st er s s s sasersate @7)
) - Disetujui .
No | Nama Jabatan Ttd./Paraf Tanggal Pengelola Barang .......ecceeeerecnnnn. (28)
1 Pejabat Penatausahaan Penguna Barang )
2 | v Pengurus Barang Pengguna
................................................................. (29)
NIP.oooiriiiittnnniiiiiniecinseesenieeessnsseees




(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
- (6)
(7)

@
)
(10)
(11)
(12)
°"”
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

® 22

(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Petunjuk Pengisian:

Diisi nomor halaman.
Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahuun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
Perangkat Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku

‘Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan

yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah’yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang
yang tercantum pada hasil penalaahan RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penalaahan RKBMD
Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panJang (m), 1uas (m2), unit, buah, set , dan
sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dﬂakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan yang sudah
pernah diusulkan sebelumnya

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data mput sesuai ketentuan standar barang dan
standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2) unit, buah, set , dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. '

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan.

Diisi satuan barang RKBMD pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. :
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




27. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN
PENGGUNA BARANG

@

PENGURUS BARANG PENGELOLA

TAHUN....... 3)
PEMERINTAH
PROVINSI : SULAWESI UTARA (4) HALAMAN ........... 1)
KABUPATEN : MINAHASATENGGARA (5)
: . BARANG YANG DIPELIHARA SEMULA MENJADI ALASAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN
NO PROGRAM/KEGIATAN/QUTPUT NAMA STATUS KORDIS] BARANG PEMEL“W“ uRAAN‘ - PERUBAHAN PEMELIHARAAN BMD YANG DISETUJUT KET.
] KODEBARANG PARANG JUMLAH SATUAN SARANG 3 o 5 JUMLAR SATUAN JUMLAH SATUAN SRiAT ST
1 2 3 4 5 (5] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. KUASA PENGGUNA BARANG
A PROGRAM .
1] KEGIATAN
a QUTPUT ...ocenineraine
XX XXX, X00.XXX
3] KEGIATAN
a. OUTPUT
XX XXX 000K
XXX XXX ITOX
XXX XXX XXX
X XLXR XX
A XXX X306, 3000
B DST wrocerrrrereres
B.DST
3. DST .ccanviiiansanas
Bl il Bl B] 101 [Ti1) [iE] 8 | ns |8 16i 7] [fE] 9] 29 21) [77] 123) 24
‘4
..... 25)
DISETUJUI
PENGELOLA BARANG .....cvresreerimseserssenranies [75))
TELAH DIPERIKSA
NO NAMA JABATAN TID/FARAF | TANGGAL @n
S PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG NIP. @7
2




Petun juk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
©)
(6)
(7)

8)
©)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

(20)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD uang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/keg1atan/output berdasarkan rencana kerja
Perangkat Daerah.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang
milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Dns1 satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaltu panjang (m), luas
(me2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barag milik daerah yang pemehharaannya dapat d1b1aya1 APBD seperu d1gunakan
sendiri atau pinjam pakai. '& ,
Diisi sesuai kondisi barang yang dlpehhara jika Ba1k (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dlpehhara jika Rusak Ringan (RR). -

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas'(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikan besaran
satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah diusulkan
sebelumnya. '

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. ‘
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu d1ungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




28. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

: SULAYVESI UTARA (4)

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG ......... 2

TAHUN....... (3}

HALAMAN ........... 1
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (5)
PERUBAHAN
_ : RENCANA
NG KUASA PENGGUNA KODE NAMA SEMULA MENJADI ALASAN KEBUTUHAN CARA KET
BARANG/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT BARANG BARANG PERUBAHAN | PENGADAAN BMD | PEMENUHAN :
YANG DISETUJUI -
JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN JUMLAH | SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. KUASA PENGGUNA BARANG
A. PROGRAM .vvvvereerervnrene
1) KEGIATAN woovooeereenes
& OUTPUT ....ooreenerrsceas
: . XXX XX XXX
2) KEGIATAN .......ocoomeerene
8. OUTPUT ...ocooveserersceee
XXX XXX XXX
3)DST uvooeovemensnees
B.PROGRAM.....coerersoreeres
1) KEGIATAN .-.ovveememsenens
8. OUTPUT _....coomovomeencs
. XXX XX XX XXX
2) KEGIATAN ..ooovereneencaceee
8. OUTPUT .ooveeeeeemvenenne
XX.XX. XXX XXX
3) DST ..oomeeremeeeseenee
{6). {n @®) 2 (10) (11) (12) (13) (14} (15) (16) (17} (18)
a9
: DISETUJUT
PENGELOLA BARANG ......ooonon.. @0)
. .en
NIP @n




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
)
()
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupatenyang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
Perangkat Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku. ’

Diisi nama barnag sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan -
yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (mz), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penalaahan RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggan’akan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD pengadaan yang sudah
pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2) unit, buah, set, dan sebagamya

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu d1ungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandaanganan.

Diisi nama dan NIP pejabatyang mengesahkan.




29. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
: (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN

: SULAWESI UTARA (4)
: MINAHASA TENGGARA (5)

PENGGUNA BARANG
TAHUN

...... (3)

{2)

NO KuasaPenggunaBarang/ Program/ Kegiatan/ Qutput

Barang Yang Dipelihara

KodeBéu‘apg

Nama

Jumlah

Status

Kondisiharang

B RR RB

Nama
Pemeliharaan

Semula

Menjadi

Satuan

Satuan

AlasanPerubahan

Yang Disetujui

PerubahanRencanaKebutuhanPemeliharaanBMD

Jumlah

Satuan

Ket.

1 2

S

8 g 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2. KUASA PENGGUNA BARANG ...

C.PROGRAM

4) Kegiatan ......

b.Output .....

XXX XX X0 XX

XXX XXX XXX |

XX XXX XX XXX

5) Kegiatan ......

XXM XX 900 XK

3. KUASA PENGGUNA BARANG ...

A.PROGRAM

KXo XXX KX KKK

K XXX X IO JOK

KX XXX XK XXX

XK X XXX .

9

{10)

{11)

{12)

13) | a4 1 0s)

(16)

(17)

(18)

{19)

{20)

(21)

(23)

&

24)




Petun jukPengisian:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)
25)
26)
27)

Diisi nomor halaman.

- Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/Program/Keglatan/Output berdasarkan rencana
ker_]a Perangkat Daerah.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (mz)’ unit, buah, set dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat d1b1aya1 APBD Seperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai,

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)

Diisi sesuai-kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). ‘
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukanpemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (mz)’ unit, buah, set, dan sebagainya.

.Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang

tercantum pada hasil penelahaan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (mz)a unit, buah, set dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemehharaan yang sudah diusulkan
sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemehharaan yang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (mz)’ unit, buah, set, dan sebagainya. _

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu dlungkap .
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. : :



30 FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN) -
PENGGUNA BARANG .
TAHUN

...... (3)

..... 2)

NO.

PenggunaBarang) Progrem) Kegiatan/ Output

KodeBarang

NamaBarang

AlasanPerubahan BMDyang disetujui

PerubahanRencanaKebutuhanPengadaan

2

1. PENGGUNA BARANG ...

F.PROGRAM

X X XX 3K XK XX

XX XXX 200 300K

Xo X X X X300 XXX

XX XX K XK XX

A.PROGRAM

XX XXX XX XXX

&) Kegintan ...

XXX X X300 XXX

6) Dst ........ }

B.PROGRAM

4) Kegiatan ......

b, Qutput .....

XX XXX IO XX

X X0 XK X X XK XX

@

(6)

()

20)

11

(12) (13) 14}

(15)

(16)

...............................................




Petun jukPengisian:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut. :

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja

Perangkat Daerah.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. ‘

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD

Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.
Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD
pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?2), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dﬂakukannya perubahan pada RKBMD pengadaan ‘yan
sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetu;j _]1.11

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?2) unit, buah, set dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu d1ungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




31.

FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH '

PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (1)

TAHUN .... (2)
TAHUN ANGGARAN .... (3)
Barang vang diPelihara .
PenggunaBarang/Pengurus/Kegia NamaPe Sebelum Menjadi AlasanPerubaha | PerubahanRencanaKebutu
No. tan /Output mam.‘a"a n hanPemeliharaan BMD Ket
Jumlah | Satuan KeadaanBarang an yang Disetujui
KodeB | NamaB Status Satua | Jumla Satua
arang | arang Barang_ | Baik | RR | RB Jumlsh | n | h n Jumizh Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
.| 1. PenggunaBarang ] .
A. Program -
(1) Kegiatan
a. Qutput
{2) Kegjatan
a. Qutput
(3) dst
B. Program
{1) Kegjatan
a. Output
(2} Kegiatan
a. Output
{3) dst
4 3 {6} 7). (8 .19 (10} (1) | (12} | (13) {14) {15) {16} (17) _ {18} (19 {20 (21} {22)
........................................................................... {23)
Pengelola Barang .......ccceeeeeeans (24) '




Petun Juk Pengls1an

(1) D1131 nomor halaman.

(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan

(4) Diisi Nomor urut.

(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah..

.(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom 6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. .

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

(9) Diisi satuanbarang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu panjang (m)}, luas
(mﬁ’)’ unit, buah, set, dan sebagainya.

(10) Diisi stataus barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat d1b1aya1 APBD seperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak RIngan (RR)

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB)

(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang disulkan untuk dilakukan pemehharaan

(15) Diisi kuantitas barang yang disulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(16) Diisi satuan barang yang disulkan untuk dilakukan pemeliharaannya sesuai ketentuan yang
berlkua yaitu panjang (m), luas (mz)’ unit, buah, set, dan sebagainya.

(17) Diisi satuan barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum.
pada hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan.

(18). Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikan besaran
satuan barang yang tercantum pada hasil penelahaan RKBMD sesuai ketentuan yang berlakuk
yaitu panjang (m), luas (m?» unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi alas an yang mendasan perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah diusulkan
sebelumnya.

(20) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

(21) Diisi satuan perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujuh sesuai ketentuan yang berlaku

‘ yaitu: panjang (m), luas (m2)’ unit, buah, set, dan sebagainya. .

(22) Diisi keterangan dan / atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(24) Diisi jabatan pengelola barang yang melakukan penandatanganan

(25) Dus1 nama dan NIP penjabat yang mengesahkan.




B. FORMAT PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BUPATI

BERUPA

" (1) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN;
(2) SELAIN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN;

DAN

(3) TANAH DAN / ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN /. ATAU BANGUNAN,

APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN BIUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG.

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA ...... (1)

NOMOR......... 2)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

| Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

PADA PERANGKAT DAERAH ............... (3)

BUPATI MINAHASA TENGGARA (1)

Bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintah Daerah ............ (1), perlu ditetapkan Keputusan
Tentang Penetapan Status Penggunaan barang Milik Daerah
Pada Perangkat Daerah ............... (3) Tahun ...... @)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara-

Republik Indonesi Nomor 5589) sebagaimana telah
dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
NOmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetntang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara.Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun ...
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun...... NOmor
.............. );

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun... tentang...... ;

5. ....Dst.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA ..... (1)
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.......... (3)
TAHUN...... 4)
Menetapkan status penggunaan barang milik derah pada
Perangkat Daerah ....... (3) untuk Tahun ....... (4)

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib.
dilkukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku
pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.

Perangkat Daerah ... (3) dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan. peraturan
perundang-undangan.




" KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pengguna Barang Wajib melakukan monitoring dan evaluasi
atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah

" dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang

milik daerah pada pengguna barang.

: - Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal .........ccccceeennenn.n. (6)




Lampiran: Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah .......... (3) Tahun
.............. (4). ~

PADA PERANGKAT DAERAH .......... (3) TAHUN .......... 4)
‘No. Kode Nama. Jumlah A Nﬂa1 - Ket.
Barang Barang | Perolehan
: ‘ (Rp)
(8] 9] (10) ) | (12 [ (3
JUMLAH
Ditetapkan di ........ccoeevnnvinineenee. 5)
Pada tanggal .....c.cccocvivniininnnnnn. (6)

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Petunjuk Pengisiah:

(1) Diisi nama Kabupaten Minahasa Tenggara yang bersa_ngkutan
(2) Diisi nomor Surat Keputusan.

(3) Diisi nama Perangkat Daerah

(4) Diisi tahun penetapan status penggunaan

(5) Diisi sesuai tempat ditetapkan

(6) Diisi tangga, bulan, tahun ditetapkan

(7) Diisi nama Bupat1 yang menetapkan status penggunaan

(8) Diisi nomor urat.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah

yang berlaku.

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketetntuan penggolonga_n dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi jumlah barang.
(12) Diisi nilai perolehan barang,
(13) Diisi keterangan sesuai kebutuhan.




2. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAA BARANG MILIK DAERAH OLEH PENGELOLA
BARANG BERDASARKAN PENDELEGASIANDARI BUPATI BERUPA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU. '

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

NOMOR......... (1)
| TENTANG e
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH -.............. )
TAHUN............ (3)

PENGELOLA BARANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
' menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ............ (4), perlu ditetapkan Keputusan
_Tentang Penetapan Status Penggunaan barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah ........c....... (2) Tahun ...... (3)
Mengingat = : ‘1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5589) sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang NOmor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tetntang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara.Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); .
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... . Tahun ... tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun...... NOmMOT ......couneens )
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun... tentang...... ;
.. Dst. S :

Ok

- MEMUTUSKAN' ' -
‘Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA

PERANGKAT DAERAH.......... (2) TAHUN...... (3)
KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik derah pada
perangkat daerah ....... (2) untuk Tahun .......... (3) sebagaimana .
. tercantum dalam lampiran keputusan ini. '
KEDUA  : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

‘Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilkukan
pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai
, ketentuan yang berlaku. '
KETIGA : Perangkat Daerah ... (2) dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan ' sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengguna Barang Wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas
optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam

lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik
daerah pada pengguna barang.

KEENAM  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ......ccceovevnreennnen (5)
Pada tanggal ......cc..covcieninnnnnn. (6)

PENGELOLA BARANG,
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Lampiran: Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah .......... (2) Tahun

.............. (3).

PADA PERANGKAT DAERAH .......... (2) TAHUN .......... (3)
No. . Kode Nama | Jumlah Nilai Ket.
Barang Barang Perolehan ‘
(Rp)
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
JUMLAH
Ditetapkan di........ccoivevininnnnnnns (5)
Pada tanggal ........c..ccovvenincinnnnn. (6)

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4
()
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama Perangkat Daerah ‘

Diisi tahun penetapan status penggunaan .

'Diisi sesuai tempat ditetapkan

Diisi tangga, bulan, tahun ditetapkan

Diisi nama Bupati yang menetapkan status penggunaan.

Diisi nomor urat.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

Diisi nama barangsesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketetntuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi jumlah barang.

Diisi nilai perolehan barang.

Diisi keterangan sesuai kebutuhan.




3. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH OLEH
BUPATI BERUPA:
(1) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;
(2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN; DAN
(3) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, APABILA
TIDAK DIDELEGAASIKAN BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG.

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG ..........cuu. (3)

BUPATI MINAHASA TENGGARA (1)

Menimbang : Bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah ............ (4),
perlu ditetapkan Keputusan Tentang Penetapan Status Penggunaan barang Milik

- Daerah Pada Perangkat Daerah ............. .. (2) Tahun ...... (3)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5589) sebagaimana telah dibuah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NOmor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tetntang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baran
Milik Negara.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara. Republik Indonesia
Tahun...... NOmor ......ccoeeues )
4, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun... tentang...... ;
5. ... Dst.

MEMUTUSKAN | '
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA (1) TENTANG PENETAPAN STATUS
' PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA BARANG /
KUASA PENGGUNA BARANG ........ 3)

KESATU : Menetapkan status penggunaan sementara barang milik daerah pada Pengguna
v ’ Barang / Kuasa Pengguna Barang ............... (3).
KEDUA : Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang/Kuasa
' Pengguna Barang ....... (3) yang telah ditetapkan stataus penggunaanya pada
pengguna. Barang . Kuaa Pengguna Barang .......... (4) dengan rinci
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. : an.
KETIGA : Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum Kesatu Berkewa jibamn:
- a. Melakukan pengamanan dan pemehharaan barang milik daerah yang
digunakan sementara;
b. Melakukan pengawasan dan pengendahan barang milik daerah yang ,
: digunakan sementara;
c. Menyerahkan pada pengguna barang seteelah jangka waktu penggunaan

sementara berakhir;
d. ....Dst. , :
KEEMPAT . Jangka waktu penggunaan sementara selama ......... (5) tahun.
| KELIMA :  Kepututasan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ......c.ocesnninnnene (6)
Pada tanggal ......cccocciviiiniaann. (7)

BUPAT]I,




Keputusan Bupati....(1) Tentahg

Lampiran
’ Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
Nomor...... (1) Tahun....... (7) :
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
No. Kode Kode Nama Spesifikasi Tahun Jumlah Kondisi Barang Ket.
Barang Register Barang | Perolehan Barang ‘
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) _(17)
Pada tanggal.........cc..cce.ene. (7)




Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)

3

(4)

(5)
(6)
(7)
8)
(9)
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

17)

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan

‘Diisi nomor Surat Keputusan

Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara
Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat terhadap ob _]ek
barang milik daerah (telah ditetapkan status penggunaanya)

Diisi jangka waktu penggunaan sementara :

Diisi sesuai tempat ditetapkan. '

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan. :

Diisi nama Kabupaten yang menetapkan status penggunaan.

Diisi nomor urut. .
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kode register barang.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (10) berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. -

Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran/cc dll.

Diisi tahun perolehan barang

‘Diisijumlah barang dalam bentuk unit, luas, panjang, lebar, dIL

Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi keterangan kesuai kebutuhan.




4, FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG -MILIK DAERAH OLEH
PENGELOLA BARANG BERDASARKAN PENDELEGASIAN DARI BUPATI BERUPA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

NOMOR ....cceeriiivennnen (1)
TENTANG
. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG......... (2)
PENGELOLA BARANG
‘Menimbang : Bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah

yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaran Pemerintah Daerah pada Pengguna -
Barang/Kuasa Pengguna Barang - .....(2),  perlu
ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status
S Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
‘ - ' Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang......(2).

Mengingat T 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679};
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Peengelolaan Barang , Milik
. _ Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
. . Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
' : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ........
Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun... Nomor ....);
4. Peraturan Daerah Nomor. Tahun..tentang .....
5. ... dst. S :



.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN  PENGELOLA  BARANG  TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA
BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG....(2).

Menetapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang....(2)
Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (2) yang telah
ditetapkan status penggunaanya pada pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang....... (3) dengan rincian
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. - ‘
Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum
Kesatu berkewajiban : ‘
~a. Melakukan Pengama_nan dan pemehharaan barang
milik daerah yang digunakan sementara;
b. Melakukan pengawasan dan pengendahan barang
milik daerah yang digunakan sementara;
c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah
jangka waktu penggunaan sementara berakhir;
d....dst
Jangka waktu penggunaan sementara selama ..... 4)
Tahun.
Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku . sejak
tanggal ditetapkan.

Pad tanggal ..........coueue. (6)

ecreesiens i .(6)




'Lampirah '

Keputusan

Bupati....(1) Tentang

Penetapan Status Penggunaan
Sementara Barang Milik Daerah
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang....(2) ‘
Nomor......(1) Tahun....... (6)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH

Nb. Kode Kode Nama Spesifikasi Tahun Jumlah Kondisi Barang . Ket.
Barang Register Barang Perolehan | Barang 1
(8) 9) (10} (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Ditetapkan di ......cc.ccovveeeneennens {6)
Pada tanggal........cocevvvumvennnnnnen {7)



Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor Surat Keputusan

(2) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan
sementara. . o

(3) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat terhadap

objek barang milik daerah (telah ditetapkan status penggunaanya)
(4) Diisi jangka waktu penggunaan sementara
(5) Diisi sesuai tempat ditetapkan.
(6) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

(7) Diisi nama nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan.
(8) Diisi nomor urut.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang
h 'milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi kode register barang. ~
(11)  Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (10) berdasarkan ketentuan
- penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. '
(12)_ Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran/cc dil.
(13) Diisi tahun perolehan barang »
‘ (14).  Diisijumlah barang dalam. bentuk unit, luas, panjang, lebar, dllL
(15) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(16)  Diisi keterangan kesuai kebutuhan. ' ~




5. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN OLEH GUBERNUR/BUPATI/ .

KEPUTUSAN BUPAATIL.... (1)

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH......... 3

BUPATL... (1)

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum
- sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah....(4), perlu
ditetapkan :Keputusan tentang Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan
“oleh.....(3).
Mengingat :
. 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran = Negara Republik
Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); ’
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang .= Peengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor

. ' _ - 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ........
' Tahun ...... tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun... Nomor ....); -
4, Per;turan Daerah Nomor Tahun tentang ...... ;
S. ... st




S

Menetapkan

I  KESATU

) - KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN: BUPATL..(1) TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH ......(3)

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah
Untuk Dioperasikan Oleh....(3) ~

Objek barang yang digunakan oleh ...... (3) yang telah
ditetapkan status penggunaanya pada Pengguna Barang
........ 4 dengan rincian sebagai berikut: -

a. Kode Barang @ . .ccceeene. 5)

b. Kode Register : .ceirieinnen (6)

c. Nama Barang : ... (7)

d. Kondisi Barang : .............. . (8)

e. Jumlah = . 9)

f Lokasi N (10)
Jangka waktu penggunaan barang milik daerah . yang
dioperasikan oleh ...... (3)selama...... (...)(11) tahun.
Pihak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU_
berkewajiban::

a. Memelihara dan mengamankan barang milik
daerah yang dioperasikan;

b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.....(4);

¢. Menyerahkan barang milik daerah sesuai
berakhirnya pada DIKTUM KETIGA, pengakhiran
secara sepihak oleh Perangkat Daerah atau
ketentuan lain sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan,

d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang
milik daerah yang timbul selama jangka waktu
pengoperasian barang milik daerah;

.dst
Perangkat Daerah ....(4) berkewajiban:

a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah .
untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU;

b. Melakukan pengawasan dan - pengendalian
terhadap barang milik daerah yang dioperasikan

- sesuai DIKTUM KESATU; ,

c¢. Membuat perjanjian penggunaan barang milik
daerah untuk dioperasikan sesuai DIKTUM
KESATU;

d....dst

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ............... (12)
Pad tanggal .................. (13)
BUPATI MINAHASA TENGGARA



Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
)
(4)
(5)

©)
(7

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14

Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan

- Diisi nomor Surat Keputusan

Diisi oleh nama pihak lain.

Diisi nama Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang
Diisi Kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik -
daerah yang berlaku.

Diisi sesuai kode register barang.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (5) berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.

Diisi jumlah barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

Diisi lokasi barang yang dioperasikan oleh pihak lain.

Diisi jangka waktu dioperasikan pihak lain yaitu angka dan huruf.

Diisi tempat ditetapkan.

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama Bupati yang menetapkan.

i



7. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DIGUNAKAN DAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

KOP SURAT........ (1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor: ....ccovvvvivvnnnnen. (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama OO eertersessinnesesesisananees (3)
NIP PP PPRPRPPPN 4
Jabatan  erteerererseereessereieeebeaaaere e aeeetae st e et aeebansteaseeaasaeansaarnnans (5)
Dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data :
NO NamaBarang Luas bangunan (m?) Lokasi
..(6).. (7). ..(8).. .(9)..

Adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggara tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang...... (10) '

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik

daerah. ' _
[ 15 ) R (12) :
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (10)
....................................... 3)
NIP...cotviirininieinininniin, 4)

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyatan. -
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani..
(4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani.
) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
~(6) - Diisi nomor urut. ‘
(7) Diisi nama barang.
(8) Diisi luas tanah.
(9) Diisi tempat/lokasi barang,
(10) Diisi nama pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(11) Diisi tempat penandatanganan.
(12) Diisi tanggal penandatanganan.



. 8. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN DIGUNAKAN DAN DIKUASAI PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG :

KOP SURAT....... (1)
SURAT PERNYATAAN
NOmMOT: «ovvvveeenrnansens 2)
Yang bertanda tangan di bawah ini : '
NAIA  © cveeereereeeeseesssessessesessesessassssennanas e JOT (3)
NIP ettt reaer et et eneas et eteastes @
Jabatan D eeeeereereiiraeneanes eeeesssesseetsteeerettnenstasarensinastianeien (5)

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah beruap selain tanah
dan/atau bangunan dengan rincian data :

NO .| Nama Barang Jumlah © Satuan Nilai
l A (Unit/Bh) Perolehan

Adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggara tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang...... (11)

. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang rmhk
daerah.

......... (12)eeievneen... (13)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (11)
....................................... 3)
A NIP..ootvniietininieraieeenaans (4)
- Petunjuxk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyatan.
(3)  Diisi nama pejabat yang menandatangani,
4 Diisi NIP pejabat yang menandatangani. _
(5)  Diisi jabatan pejabat yang menandatangani. .
(6) Diisi nomor urut. '
‘ (7)  Diisi nama barang.

(8) - Diisi jumlah barang. :
' (9) Diisi satuan barang seperti unit, buah dlL -
(10) Diisi nilai perolehan barang, |
i (11) Diisi nama pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
"~ (12) Diisi tempat penandatanganan.
(13) Diisi tanggal penandatanganan.




9. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU YANG DIGUNAKAN
DAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

KOP SURAT........ (1)
SURAT PERNYATAAN

NOMOT & ..coeeevrrnnernnnne «(2)
' Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama L et rbe et b e et ee e e e reae rarn s eaes sesanaiersene (3)
NIP D eeesmereenersesnnetine s et anna et s st e e s e s s e s e e s nRannnreas we{4).
Jabatan  ererereresrrse st e sssesasnatessseseassasasssansasaasesensar ()

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah.
dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilkan dengan nilai

perolehan diatas Rp. .......... (<+se+..) {6) per unit/satuan dengan rincian data :
NO Nama Barang Jumiah Satuan Nilai Perolehan
: ‘ (Unit/Bh)
.(7).. .(8).. : .(9).. ..(10).. ..(11)..

Adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggara
tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (12) _
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
......... (13)eernnnnenenc(14)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (11)

....................................... (3)
NIP...ovocreriseeseseeresessones (4)
Petunjuk Pengisian
(1) Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang—undangan

(2) Diisi dengan nomor surat pernyatan.

(3) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangam'.

'(4)  Diisi-dengan NIP.

(5) Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangam.

(6) Diisi dengan angka dan huruf sebesar nilai yang telah d1tetapkan dalam pendelegasian
a Bupati kepada Pengguna Barang

(7) Diisi nomor urut.

(8)  Diisi nama barang.

(9)  Diisi jumlah barang,

(10) Diisi satuan barang.

(11) Diisi nilai perolehan barang.

(12) Diisi nama pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(13) Diisi tempat penandatanganan.

(14) Diisi tanggal penandatanganan.



10. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
- TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DARI AWAL PENGGADAANYA DIRENCANAKAN UNTUK
DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

DAERAH

* KOP SURAT........ (1)

SURAT PERNYATAAN

NOomor: ..ccvveerrrenennne 2
" Yang bertanda tangan di bawah ini : 4
Nama RN (3)
NIP D etrneenr s OO (4)
Jabatan T ereeeeesseresetesasteritaeteetturar et terierrararasenerhrarasrasarare (5)

Dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data :

NO | NamaBarang | LuasTanah Lokasi Luas Lokasi
(m?) Tanah Bangunan | Bangunan
A (m?

(6).. (7). -(8).. -{9).. ..(10).. . (11)..

Adalah barang milik daerah yang dikuasai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang...... (12) yang dari awal penggadaanya direncanakan untuk dilakukan
pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
......... (13)ccerireenene(14) ' - _
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (11)

Petuﬁ juk Pengisian

(1)  Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang- undangan
(2) Diisi dengan nomor surat pernyatan.
(3) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangam
4 Diisi dengan NIP.
(5) Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani.
©) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama barang.
(8)  Diisi luas tanah.
(9)  Diisi tempat/lokasi tanah.
(10) Diisi luas bangunan.
(11) Diisi tempat/lokasi bangunan.
(12) Diisi nama pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
(13) Diisi tempat penandatanganan.
(14) Diisi tanggal penandatanganan.



11. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DARI AWAL PENGGADAANYA DIRENCANAKAN
UNTUK DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT....... (1)

. SURAT PERNYATAAN
NOmOT: cccoviriirerirnnrenes 2

Yang bertanda tangan di bawah ini :
. Nama H TP PR (3)
NIP . D reerertrrieeseeieitaeeie b e ea st s ar bt araetr sttt asaatanrars (4)

Jabatan D ereereeserrae it cer e s e s b bt e rasenrsbass e s sarantasasans 5)

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik dengan rincian data :

NO Nama Barang Jumlah Satuan Nilai Perolehan
(Unit/Bh) :
L-{6).. (7). - ..(8)... ..(9).. (10)

Adalah barang milik daerah yang dikuasai dan dlgunakan untuk penyelenggara
tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (11) yang dari -
awal penggadaanya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan
cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar~benamya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
OV POo (12)eereiarines (13)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (11)

Petun juk Pengisian

(1)
w
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8
o
(10)
(11)
(12)
(13)

Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
Diisi nomor surat pernyatan.
Diisi nama pejabat yang menandatangani.
Diisi NIP pejabat yang menandatangani.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
Diisi nomor urut.
Diisi nama barang.
Diisi jumlah barang. ‘
~ Diisi satuan barang seperti unit, buah dlL
Diisi nilai perolehan barang.
Diisi nama pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Diisi tempat penandatanganan.
Diisi tanggal penandatanganan.



C. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG. MILIK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

- : S -TAHUN -.............(1)
PROVINSI : SULAWESI UTARA (2)
KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA (3)
PENGGUNA BARANG reeeeeeees )
. . Tingkat Tingat . Tingkat
| Pagu Realisasi g;naﬁls‘:;i Efisiensi o Target | Redlasi | Routiana; N Alnsan fidak
No | NemPenslbarsan | oSS | SESR| A | Popgeae | Sk | Koo | wse | e | PMISMK | o
Rp) {Rp) : eme(%) aan Pemelil;araan (Tabunan) Pemeliharaan | Pemelibaraan Efeltif
(6 (%) (%)
1 2 3 4 5 = (4/3)x100°/a, 6= (4/9)/(3/8) 7 8 [=} 10 11 12
5 | {6) {7 (3 (9 10) 11 - (12) (13)-.. (14) (15) ‘ (16}
............................................. (17)
Pengguna Barang................. (18)
................................................ (19)
................................................ {19)
Keterangan

*) diisi efisiensi jika Yo(prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belénja Pemeliharaan < 100% dan tidak efisien jika Tingkat Efisiensi Pelaksénaan Belanja Pemeliharaan
> 100%. '

**) diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja pemeiiharaa_}l = 100% dan tidak efektif jika % (prosentase) Tingkat. Realisasi Tafget Kinerja Pemeliharaan < 100%




Petunjuk Pehgisian :

(1)
(2)
(3)
4
(5)
(6)
(7)
(8)
()
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
8)

)

Diisi tahun.
Diisi nama Provinsi.
Diisi nama Kabupaten.

+ Diisi nama pengguna Barang.

Diisi nomor urut. A :

Diisi nama belanja pemeliharaan.

Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.

Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan.

Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau _

Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= (4/9)/(3/8).

Diisi efisienjika % (prosentasi) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan < 100%
tidak efisien danjika tingkat efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100%.

Diisi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

Diisi Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%) atau (9/8)x100%.

Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Targrt Kinerja Belanja Pemeliharaan = 100% dan tidak
efektif jika % (prosentase) Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100%.
Diisi penjelasan penyebab tidak eﬁsién dan penyebab tidak efektif.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatang Pengguna Barang,

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



.

D. FORMAT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH;
1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

*

OLEH BUPATL
- KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR feeeeeereeerenaenaaaaenae
TENTANG :
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR PENGELOLA BARANG

BUPATI MINAHASA TENGGARA
Menimbang : Bahwa dalam rangka menghapus daftar barang
: Pengelola Barang dikarenakan alasan................. (3),
perlu ditetapkan Keputusan Tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola
Barang. . .
Mengingat : 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

' o Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
. R ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
' 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Peengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5533); ’
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ........
Tahun ...... tentang Pedoman Pengelolaan Barang
- : . Milik Daerab (Berita Negara Republik Indonesia
' : Tahun... Nomor ....);
' ’ 9. Peraturan Daerah Nomor.Tahun..tentang.....




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI ......(1)
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG
Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari
Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
Penetapan Penghapusan Barang Milik daerah dari Daftar
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUm
KESATU dilaksanakan karena alasan ............ (3) dan
membebaskan Pengelola Barang dari tanggungjawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaan Pengelola Barang.
Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari
Daftar Barang Pengelola Barang. '
Pengelola Barang melaporka_n hasil pelaksanaan
penghapusan.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

-penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekelirnan maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di ....... SRR (4)
Pad tanggal ...... e 5)
BUPATI MINAHASA TENGGARA



® ®

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA (1)
NOMOR  :.... ve(2)
TANGGAL : (2 XX ] soROOSOBY (3)

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTARBARANG PENGELOLAH

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLAH

No Kode Kode Narma Tahun Jumlah Harga Total nilai Nilai Nilai | Spesifikasi/ Kondisi Ket
barang register barang perolehan satuan perolehan penyusutan {rp) buku lokasi barang
‘ {rp) rp) (rp)
) ©) (G 8 ©) - 19 (11) 12) (13) )] - (19) (16) 17)

BUPATI MINAHASA TENGGARA

vevsrensssssnsssons R (4)




Petunjuk Pengisian:

()

(2)

Q)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

Diisi Nama Kabupaten yang bersangkutan

Diisi Nomor Surat

Diisi tanggal ditetapkan

Diisi Nama Bupati

Diisi nomor urut

Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang

Diisi nomor kode register barang diisi jumlah barang

Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8)
Diisi tahun perolehan yang akan diusulkan penghapusan

Disi jumlah barang dalam bentuk seperti unuit, luas dIL

Diisi nilai harga satuan perolehan

Diisi total nilai perolehan merupakan perkalianjumlah barang per unit
dan harga satuan per unit

Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
disusutkan

Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan
Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran, lokasl tempat
untuk tanah dan/atau bangunan, dll.

Diisi kondisi barang baik, rusak ringan, rusak berat

Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.




o

E. FORMAT SURAT PERSETUJUAN
FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH BUPATI
KOPSURAT
........... s eervnerenreansa(1)
. Kepada
Nomor D] e it ereees (2) D s U
Sifat ' T ] e raens 8 1 ... eeerieceernieenennaeaas (5)
Lampiran | ;| coceeievieciiinieciaiiaiessinns (4) di- . ’
| Hal ' S TN 6) | rerenens (7)
Sehubungan dengan surat Sattdara NOMOL ................... _.'.
tanggal............ hal ... dengan ini diberitahukan bahwa
pPErmohonan .........ccueeeennnen. .... (8) sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.
. ‘ Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah,
untuk berpedoman pada Peraturan Manteri Dalam Negeri
Nomor...... Tahun..... Tentang Pedoman Pengelolaan BMD,
dengan ketentuan sebagai berikut:
) DTt
2 vt (9) dst
Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih
BUPATL
.................................. (10)




Petunjuk Pengisian : |

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10) Diisi nama Bupati

|
Diisi nama Kabupaten dan tanggal surat persetuJuan diterbitkan.
Diisi nomor surat. ;

Diisi sifat surat. - ;

Diisi jumlah lampiran. |

Diisi Pengelola Barang/Pengguna Barangyang mengajukan
Permohonan usulan persetujuan. ‘

Diisi jenis persetujuan. ;

Diisi tempat Pengelola Barang/Pengguna Barang yang menga jukan
usulan persetujuan.

Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari
Pengelola Barang/Pengguna Barang. |

Diisi hal-hal yang perlu dituangkan da]am surat persetujuan.

0
!
i

BUPA‘TI MINAHASA TENGGARA,

:




Pasal 28

KETENTUAN PENUTUP
f

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
|

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 20 17
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

\\
o i
“

|
| JAMES SUMENDAP

‘ Diundangkan di Ratahan
Padatanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPA MIN/\AHASA TENGGARA,

7

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR

| |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupa';fi ini dengan penempatannya

—







o’

~/
/
-t

"' Pasal28
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No ' NAIV.IA PENGELOLA. PARAF Djtetapkan di Ratahan
St s (| pada e 12 0 201
5. | Kepala Bideng Aset P BUPATI MINAHASA TENGGARA,
3. Sekretaris BKD /4

dan Peraturan

4. | Kepala Bagian Hulum ' \ _______,__("__)
o~

Perundang-undangan /
5. | Kepala BKD % JAMES SUMENDAP
6. | Inspektur % I
e
7. | Asisten Administrasi
Umum Z/ .
8. | Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan
Rakyat 1
9. | Sekretaris Daerah / 4
10. | Wakil Bupati Minahasa ]
Tenggara
11. | Bupati Minahasa D.H. Untuk
Tenggara Ditandatangani

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPA' NAH ASA TENGGARA,

P

FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR s

\

}



Petunjuk Pengisiam :

(1)  Diisi nama Kota dan tanggal surat persetu juan diterbitkan.

(2) Diisi nomor surat.

(3) Diisi sifat surat.

(4) Diisi jumlah lampiran.

(5) Diisi Pengelfpla Barang/Pengguna Barang yang mengajukan
Permohonan usulan persetujuan.

(6) Diisi jenis persetujuan.

(7) Diisi tempat Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengajukan
usulan pers‘;etujuan.

(8) Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(9) Diisi hal—hafl yang perlu dituangkan dalam surat persetujuan.

(10) Diisi nama Bupati

J

2

PEJABAT PENGELOLAH PARAF BUPATI MINAHASA TENGGARA,
Kasubid Analisa
Kebutuhan W
Kepala Bidang Aset fn
Sekretaris BKD , A -
Kabag Hukum dan ) N ol
Perundang-undangan # /
Kepala BKD ﬁtlf
Inspektur ; JAMES SUMENDAP
Asisten Administrasi | (4
Umum ; /
Asisten Pemerintahan dan /
Kesejahteraan Rakyat f )
Sekretaris Daerah ) ¢
Wakil Bupati Mmal’;asa
Tenggara i
Bupati Minahasa Tenggara D.H. Untuk
% Mohon
Ditandatangani




